WALI KO’I‘A BALIKPAPAN |
o : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALL KOTA BALIKPAPANV
o NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

_ TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
. RETRIBUSI DAERAH R L

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 7A ‘ayat ‘(4]

,",,Tata Cara - Pemberlan Pengurangan Kerlnganan dan,_’
Pembebasan Retrlbu31 Daerah L

Mengingat |
A ~'Indonesia Tahun 1945;-

- Indonesia Tahun" 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran_'i_‘;i»/;e
' Negara Republik Indonesia Nomor- 1820], BRI :

* Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 'I‘ambahan Lembaranf
' Negara Republik Indonesia Nornor 5049); | 1
4. Undang—Undang Nomor 23 . Tahun’ 20 14;; tentang ’
. Pemerintahan = Daerah - (Lembaran ‘Negara = ‘Republik |
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan Lembaran ;
fNegara Repubhk Indonesxa Nomor 5587). sebagaumana,i‘

Undang Nomor_ 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Keduaf‘}’"’

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan | =
“Atas Peraturan Daerah Nomor 9 :Tahun 2011 tentang| =
Retribusi Jasa Umum, Pasal 37A ayat (4) Peraturan Daerah | = -
“Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan ‘Atas Peraturan |
“Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retrlbu31 Jasa|
~Usaha dan Pasal 29A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6] .
~Tahun- 2017 “tentang Perubahan Atas Peraturan ‘Daerah | =
?_’;Nomor ~11. Tahun - 2011 tentang Retrlbu31 Perlzlnanj
’[;Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Wali- Kota tentang

. ‘-'Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk |

.. Undang-Undang . - “Nomor - 27 Tahun 1059 tentang' R
. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19531
© tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan{ . *
L (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor RIS
- 9) Sebagai - Undang-Undang (Lembaran Negara Republik |

v'.’:vj-erndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teﬁtang PaJak SR
Daerah dan' Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik |

‘- telah ~diubah  beberapa kali - terakhir dengan ‘Undang- |~




- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f’AtaS Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1
;,‘Pemenntahan Daerah (Lembaran ~ Negara Repubhkj-,;ﬁj: S
Indonesia .Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L‘embaranrv ST

. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nofnoi; 9 Tahun"

2011 tentang Retribusi Jasa Umum- (Lembaran Daerahf-_' R

‘Kota - Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 - tentang

Daerah Kota Bahkpapan Nomor 37), Lo ke

" Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor .9, - Tambahan | =
‘Lembaran  Daerah = Kota Bahkpapan Nomor 3y
: sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Daerah e

Pérubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 ’I‘ahun 2011
_ tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota | . . -
. Balikpapan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembara.n_‘ B

‘Peraturan Daerah Kota Balikpapan- Nomor 10 Tahun"‘

- -"1_,'72011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah |

' Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 38);

f-f-.i;_v_jDaerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11,

:‘;'f_ :‘ 39): RN

E MEMUTUSKAN

-Menetapkan -

'_PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

BAB 1 o
KETENTUAN UMUM

o Dalam Peraturan Wah Kota 1n1 yang dlmaksud dengan
Daerah adalah Kota Bahkpapan o

: yang menjadl kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan
Wali Kota adalah Wali Kota Bahkpapan £

" Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan | IRECHIE
. Lembaran Daerah Kota Balikpapan ‘Nomor 14){.
sebagalrnana telah dlubah dengan Peraturan Daerah-
- Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017  tentang|
“ Perubahan Atas Peraturan ‘Daerah  Nomor 10 - “Tahun {~
2011 tentang Retr1bus1 Jasa Usaha (Lembaran Daerah | .
' Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 5, Ta.mbahan;

“.'-v”f'Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 ’I‘ahun
©2011 tentang Retribusi Perizinan  Tertentu (Lembaran | = .

‘Tambahan Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor’, e

»15) sebagalmana telah’ dlubah dengan Peraturan Daerah,
‘Kota Balikpapan = Nomor 6 Tahun 2017 tentang| ~
‘Perubahan' Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun| =
12011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran | -
" Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 ‘Nomor 6,{
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor‘ A

_'v.;PERATURAN WALL KOTA TENTANG TATA CARA|
PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN " DAN

2 Pemenntah Daerah adalah Wah Kota sebagau unsur Penyelenggara :
.. Pemerintah Daerah yang' mem1mp1n pelaksanaan urusan pemenntahan SR




1. Kepala Perangkat : Daerah adalah Kepala Perangkat -’Daerah VKota}f.

}}ikepentlngan orang pr1bad1 atau Badan. .

retrlbu31 termasuk pemungut atau pemotong retr1bus1 tertentu

» o oleh pemerlntah daerah

Pengurangan Retrxbu31 Daerah yang selanjutnya dlsebut Pengurangan B
adalah pengurangan Retrlbus1 Daerah yang terutang L e

Kermganan ‘Retribusi Daerah yang selanjutnya d1sebut Kermganan adalah S
: "._Vkermganan Retribusi Daerah yang, terutang. - e S

Pembebasan - Retribusi Daerah yang- selanjutnya dlsebut Pembebasan"‘
""“ﬁ,.:_’adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang. SRR

_ pokok retribusi yang terutang.

antara a_ktlva lancar dan hutang lancar menunjukan mlal kurang darl 1,»:

Pasal 2

" f?Pengaturan mengenal tata cara pembenan Pengurangan, Kermganan da.nv_ .
. Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk: L SR -
a. mengatur tata cara. dalam" pember1an Pengurangan, Kennganan dan' .
- Pembebasan Retribusi; dan - o
‘Retribusi.

~Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:

. pengelolaan Retribusi; -

"fi.»;Bahkpapan sebaga1 unsur - “pembantu ~ Wali Kota dan- DPRD dalam}v o
_penyelenggaraan urusan pemenntahan yang menjadl kewenangan Daerah b
.:f’”“RétrlbuSI Daerah yang selanjutnya disebut RetmbuS1 adalah pungutan‘.j v f

" Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberlan izin tertentu yang | S b
- khusus disediakan dan/atau dlberlkan oleh Pemermtah Daerah untuk_»v‘ AR

?'Wajlb Retribusi adalah orang pmbad1 atau Badan yang menurut peraturan'f:} :
- perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranj‘ P

VA;'"»,}j-'}AObJek Retnbu31 adalah retnbu31 atas _]asa yang dlsedxakan atau; dlbenkan'};

11 Surat Ketetapan Retnbu31 Daerah yang selanjutnya d1smgkat SKRD adalah_}i
. surat ketetapan Retribusi - Daerah yang menentukan besarnya Jumlah.-_.f R

'lé;’Kesuhtan ‘Likuiditas adalah ket1dakmampuan perusahaan dalamﬂ
- memenuhi kewapban jangka. pendeknya yang dapat diketahui dari. rasio .

- b. menjadi acuan bagi perangkat ’daerah pemungut Rembus1 dalami’fi :
'pelaksanaan pembenan Pengurangan Kermganan dan Pembebasan:f IR

, }"Pengaturan mengenal tata cara pemberxan Pengurangan, Kerlnganan danj

Ca. memberlkan kepastlan hukum dan tertlb adm1mstras1 dalam: ::,:;v

: b memberikan keadilan. bagl Wa_]lb Re‘mbu81 dalam memenuhl kewajlban '

- membayar utang Retribusinya; =~ - -

. dan Wajib Retribusi mengenal pemberlan Pengurangan Kennganan dan i
- “Pembebasan Retribusi; dan- L

) .fmemngkatkan akuntablhtas dalam pembenan Pengurangan, Kermganan :
-r«dan,Pembebasan RetrlbuSL“si L T R

‘c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi| 7




Pasal 3

o Retribusi.

~diberikan kepada Wajib Retmbus1 dlkarenakan

*jlamnya mehput1 T

keglatan investasi di Daerah; : -
. wajib retrzbusmya berpenghasﬂan rendah sehmgga kewajzbanv’:
" retribusinya sulit dipenuhi; - : N

: H,’sehmgga tidak dapat memenuh1 kewa_]lban rutln dan / atau
. sebab tertentu lainnya; -

- diakibatkan oleh kondisi" luar biasa."

kepada Wajlb Retribusi, dikarenakan: . . I
. kondisi - tertentu ‘Objek Retnbus1 dan/atau karena sebab tertentu'-
-lainnya, meliputi: =~ . e
1. Objek. Retribusi yang Wa_]lb retnbusmya merupakan Wa]lb Retr1bu31
- _yang melakukan keg1atan sosial, keagamaan dan kependldlkan o

- bencana; dan/ atau =
3.

‘sebab tertentu lainnya;- o

; "dlak1batkan oleh kondls1 Iuar blasa :
3) Kerugian sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) humf a an gka 3l

l-lam ‘dapat diketahui dari:-

~antara penghasﬂan bruto d1kurang1 biaya; dan

 kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesualan ﬁskal serta tldak»
~ termasuk kompensa81 kerugian tahun sebelumnya R =
; ,:'Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) o
3 _j;huruf b - merupakan bencana ‘yang diakibatkan, oleh-. peristlwa atau fi":"
. _serangkalan perlstlwa yang dlsebabkan oleh alam mehputl ’
.,;gempabuml':v-x T RN S
- }.';.,tsunam1, :
_C. gunung meletus‘
. “banjir; :
e. kekeringan
angm topan dan

PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI i

Wah ,Kota, berdasarkan permohonan Wa_}lb RCtI’lbLlSl atau penanggung v
" Retribusi - dapat membenkan Pengurangan,. Kermganan dan Pembebasan

) Pengurangan dan Kermganan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 dapat
- a kondisi- tertentu Wa_ub Retnbu31 dan/atau karena sebab 'tertentu” ‘}

‘wajib  retribusinya mefupakan Wajlb RCtI‘lbLISI yang melaksanakanif:’.f;'t,}

3. wajib retribusinya merupakan Wa_]lb Retnbum badan yang mengalami
- kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya ST

- dalam hal Objek Retribusi terkcna bencana alam atau sebab 1a1n yang-}

2) Pembebasan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 dapat dlbemkan'

"2_,' Objek ‘Retribusi - yang" merupakan Wa_}lb Retnbu31 yang terkena”

.dalam hal Objek RCtI‘lbL‘lSl terkena bencana alam atau sebab lam yangiv‘f“

merupakan kerugian. komerszal pada tahun Retnbus1 sebelumnya, antarav

~a. perhitungan rugi laba atau Iéiporan laba rug1 pada laporan keuangan
- komersial perusahaan yang menunjukan adanya perbedaan mlnus‘.. PR

“b. . SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukan penghasﬂan bmto setelahv_ S
_i . Pengurangan - biaya dldapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan‘v




- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD sebagaJmana dlmaksud

. (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

R Pengurangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dlbenkan

o dalam SKRD

o g. tanah longsor

L ‘(5) Sebab lain yang luar biasa sebagannana dlmaksud pada ayat (1) huruf b o

~dan ayat (2) huruf b meliputi:

" a. kebakaran; :
. b. wabah penyakit tanaman; dan / atau ,
L ‘, . ~ wabah hama tanaman :

Pasal 5 ;

(1) Pengurangan, Kennganan dan Pembebasan sebagmmana dlmaksud dalam .
~Pasal ‘3 diberikan kepada Wajib Retnbusz atas Retnbu51 terutang yang .

~ tercantum dalam SKRD.

. pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang, ,
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dlbenkan o
" ‘Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan- denda
-~ administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan

* Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 31|
- ayat (3] Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa | -
_ Usaha dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 ’I‘ahun 2011

;tentang RetrlbuS1 Per1z1nan Tertentu. - .

Pasal 6

Q) ,_Pelaksanaan pemberian Keringanan ' melalui - angsuran pembayaran
"+ Retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kah atau pahng
o 'Iama 1 (satu] tahun ,

' (2) Pelaksanaan pemberlan Kemnganan melalui penundaan pembayaran dapat
dlbenkan untuk Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan BRI -

'~ dikenakan. sanksi bunga keterlambatan sesua1 dengan ketentuan )
peraturan perundang-undangan B ,

Pasal 7

" paling tinggi sebesar 50% (hma puluh persen) dan Retnbum yang terutang , |

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pembebasan dapat diberikan terhadap
o a Objek Retribusi yang dlgunakan oleh Pemerintah Daerah S
b I(')bjek Retmbu31 yang digunakan oleh pemermtah/pemerlntah daerah E,f’ '
< lain;
+ c. pemanfaatan Objek Retribusi  oleh Wa_]lb Retnbum ber51fat
‘sos:al/keagamaan yang mrlaba dan mendukung program Pemermtah |
- Daerah; dan : -
- d.terdapat bencana yang dapat mempcngaruhl Objek Retribusi. =~ - B
(2} Bencana sebagaimana dlmaksud pada ayat ( I) huruf d dltetapkan dengan
Keputusan Wahkota : .




Retr1bus1 terutang

S BABIIIV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASA

Pasal 10

1) Wapb Retrlbus1 mcngajukan permohonan Pengurangan, Kermganan atau;»“
Pembebasan’ kepada Wahkota melalul kepala pcrangkat daerah yang" )

~mengelola Retribusi. - R
2) Permohonan Pengurangan, Kemnganan atau Pembebasan harus dla]ukan, '
VL secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesm serta melamp1rkan

fotokop1 kartu tanda penduduk atau identitas pemohon dan . o
- fotokopi - SKRD - yang dlmohonkan dengan mencantumkan alasan :
__"j’secarajelas o Sl N e

b

._,1(1) Permohonan Pengurangan, Kerlnganan atau Pembebasan dlajukan vdalam‘ :
‘jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ‘sejak SKRD - diterima’ Wajib |
‘Retribusi, kecuah ‘apabila Wa_;lb Retribusi dapat menun_]ukkan bahwa
‘jangka waktu tersebut tidak dapat dlpenuhl karena di luar kekuasaannya B
2). Pengajuan permohonan yang = melebihi - Jangka ‘waktu’ sebagalmana,{
dlmaksud pada ayat (1), tldak dlpertlmbangkan untuk d1t1ndaklan_]ut1

e e T e T b‘;ipasal ]_2 : ol o
engajuan . Pengurangan, Kermganan ‘atau Pembebasan tldak menunda3
ewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan. penaglhan Retnbusx sesual L
engan ketentuan peraturan perundang—undangan T U TR S

Pasal 13

1) Dalam Jangka Waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan'

embebasan idapat Juga dlberlkan dalam bentuk penghapusan den atas o

) :,__Pengurangan Kennganan atau Pembebasa.n diterima, Kepala perangkat | -

' daerah harus membenkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh |-

"_LWajlb Retrlbus1 yang d1tuangkan dalam Keputusan KCpala perangkatv N
“daerah.’ i

- seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi. " do
3) Apablla Jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1). telah lewat
- dan kepala perangkat “daerah’ tidak ~ memberikan Jawaban, maka |
: permohonan yang dlajukan Wajlb Retr1bus1 dlanggap dlkabulkan &1 '

- (1) Atas permohonan Pengurangan Kennganan atau : Pembebasan,"kepala

pcrangkat daerah melakukan peneht1an mengenau berkas permohonan dan:
' kelengkapan sebageumana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). - TR A
: (2) Penelitian sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dapat dllaksanakan dalam; )
bentuk penehnan kantor dan penehtlan lapangan : -

2) Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dapat berupa menenma;




-7-

(3) Berdasarkan has:l penehuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) kepala ’
perangkat daerah menerbitkan Keputusan menolak mengabulkan
seluruhnya atau sebaglan permohonan Wajlb Retrlbu31 Lo

Pasal 15

- ‘Pembenan Pengurangan, Kermganan dan Pembebasan tldak dapat dllakukan ;

bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BABIVA S
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

" Peraturan Wali Kota ini mulal berlaku pada tanggva]v diundangkan. .
S Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan‘gan Peraturan|
' Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kota Balikpapan. |
 Ditetapkan diVABalikpvapan‘ |
: pada tanggal 8 Februan 20 18

‘ 'WALI KOTA BALIKPAPAN

Cud
M. RIZAL EFFENDI
: D1undangkah di Bahkpapa_n .
pada tanggal 9 Februari 2018
SEKRE'I‘ARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
ttd ‘
SAYID MN FADLI

: BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAI-IUN 20 18 NOMOR 4~ o

e e e o

Salman sesuai dengan ashnya

" SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
. KEPALA BAG{AN HUKUM, |

" NIP 19610806 139003 1 004 - -




